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TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (EET) BAIIAN BAKAR MINYAK
JEMS MINYAK TA}IAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHT]N 2023

Menimbang

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahlo
2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Hmga Jual Bahan Bakar

Minyak. Pemerintah Daerah dalarn hal mengantisipai kelangkaan serta untuk

meningkatkan pemenuhan kebutuhan Minyak Tanah di wilayah Kabupaten

Halmahera Barat , dipandang perlu dilakukan penyesuaian Harga Jual Bahan

Bakar Minyak [BBM jenis Minyak Tanah ;

bahwa penyesuaian Bahan Bakar Minyak [BB]vq jenis Minyak Tanah

sebagaiman dimaksud pada huruf 4 dimaksudkan untuk menjamin proses

kelancaran penyaluran maupun distribusi kepada masyarakat serta penentuan

Harga Eceran Tertinggi THETJ yang berlaku di wilayah Kabupaten Halmahera

Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga

Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBIO Jenis Minyak Tanah di

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1957 tettang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat
ll Daiam Wiiayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku rnenjadi Undang-
tJndang;

2. Undang-Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utar4 Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana

telah diubah dengna Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembenhrkan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara'

4. Undang-Undang Nomo 22Tahun2001 Tentang Minyak. Gas da, Bumi :

5. Undang- Undang Nomor i7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentans Pemerintahan Daerah;
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Pemerintah Pusat dan Pernerinrah Daerah;
B. Undang-ndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahna kedua atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan pereaturan perundang-
undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerair Daiam Rangka fuiendukung Kemudahan Berusaha darr

Layanan Darah;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Burni;
11. Peraturan pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Belbasis
Risiko;

13. Peraturart Presiden Nornor 19i Tairun 2014 Terrtang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Enceran Bahan Bakar Minyak;

[4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peratutan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2A22 lslntutg
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran2023.

17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 202I tentang Perubahan
kedua atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Stnrktur Organisasi Perangkat Daerah;

[8. Peratuan Bupati Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 52 Tahun 2A22 Tentarg
Pelirnpahan Kewenangan Pelayanan dan Pendatangganan Dokumen Dibidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Hahnahera Barat;

[9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2A22 tootarg Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2023:

Memperhatikan : Surat Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nornor ;

1883 4 I 2 I IDPMPTSP/IV 2023 peihal : U sulan Penerbitan SK Bupati.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA :

KETIGA :

KETiGA :

MEMUTUSKAT{

Menetapkan harga eceran tertinggi (fmT) Bahan Bakar Minyak IBBM
jeuis lvlinyak Tanah sebagaimana tercantum dalam Lanrpiran Keputusan
irli.
Agen dan Pangkalan dalam penjualan Minyak Tanah untuk kebutuhan Rumah
Taoggq tidak diperbolehkan menjual dengan Harga lebih tinggi dari Harga Eceran
Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Dikrum kesaht akan dikenakan
sanksi berupa penyitaan Minyak Tanatr yang tersedia pada Agen dan Pangkalan
yang bersangkutan serta penutupan izin Usaha Bahan Balear Minyak (BBtvf)
tersebut sesusi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Segala biaya yang akan timbul sebagai akbiat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belmja Daerah Kabupaten Halmahera
Bmat.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
PadaTanesal: tq Fnbr1rari 2023
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BUPATI HALM RA BARAT
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs

JAMES UANG
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LAMPIRA}J : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : Llg lKPrs/ [ t2023
TANGGAL : ru1 FEEGU4GT 2023

TENTANG : PENYESUAIAN HARGA ECERAJ.{ TERTINNGI (HET) BAHAN BAKAR }VTINYAK

JENIS MINYAK TANAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI BARAT,

JAMES UANG

NO NAMA

KECAMATAN

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

AGEN KE

PANGKALAN

PANGKALAIY KE

PENGECER/MASYARAKAT

PENGECER I{E

MASYARAKAT

1 JAILOLO RP.4.000 Rp.4700 Rp.5.400

2 JAILOLO SELATAN RP.4.100 Rp.4800 Rp.5.500

J SAHU Rp. 4.100 Rp.4800 Rp.5.500

4 SAHU TIMUR Rp.4.100 Rp.4800 Rp.5.500

5 IBU SELATAN Rp.4.500 Rp.5.200 Rp.5.900

6 IBU Rp. 4.500 Rp.5.200 Rp.5.900

7 TABARU Rp.4.700 Rp. 5.400 Rp. 6.100

I LOLODA Rp.5.100 Rp. 5.800 Rp.6.500

9 LOLODA TENGAH Rp.5.400 Rp.6.100 Rp.6.800

Assisten Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs


